PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 08 /DPMPTSP-PS/TK/II/2023

TENTANG
’ 1ZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK INSAN TAQWA KREATIF
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam
memberikan layanan pendidikan kepada masvarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupalti Pesisir Sclatan tentang
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
formal dan Informal TK TNSAN TAQWA KREATIF,

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 icntang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-
undang Drt. Nomor 21 ‘Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58
Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambabhan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);

+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 (entang
Pendidikan Pra Sckolah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahuan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4496), sebagaimana telah
diubiah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik (ndonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5153);

Peraturan Presiden Repubilik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

Instriiksi Presiden Nomar 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak — kanak, Sckolafi Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sckolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelavanan Terpadu
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Satu Pintu di Daerah .

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/ 1997
tentang Penyclenggaraan Pendidikan pada Kclompok
Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0,2001
tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Dupati Pesisir Selatan Notor 7 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelavanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatamn;

Keputusan Bupat Pesisir Selatan Nomor
570/285/KPIS/BPT-1"S/2017 tentang Penctapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Peraturan Bupati Sclatan Nomor 143 Tahun 2021 lenlang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tala
Kerja dan Uraian Tugas .Jabatan Struktural Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan  : 3. gurat Permohonan Kepala Sekolah TK INSAN TAQWA
KREATIF, tanggal 02 Agustus 2022 perihal tentang
Permohonan Izin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan  Kabupaten Pesisir  Selatan Nomor
420/543/DPK.01/2023,Tanggal 03 Maret 2023 tentang
Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional TK INSAN
TAQWA KREATIF,
MEMUTUSEKAN
Menetapkan
KESATU + Memberikan [zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal Kepada:
Nama Lembaga : TK INSAN TAQWA KREATIF
Jenis kegiatan ! Taman Kanak — Kanak ( TK )
Penvelenggara : SILVIA VIOLITA,S.Pd
Lokasi : JlL.Kampung Sawah Liat Nagari Kapuh

Utara Kecamatan Koto X1 Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan 3



KEDUA :  Izin Operasional Penyclenggaraan Pendidikan Formal dan
Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku sejak Tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan 08
Maret 2026,

KETIGA Y TK INSAN TAQWA KREATIF selaku pemegang izin Operasional ini
tidak diperboleh untuk dipindahtangankan kcpada pihak lain
tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal diletapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyvata terdapat kckelirnan akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

:PAINAN
- 08 Maret 2023

''embusan disampaikan Kepada Yih:

1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Sclatan di Painan

2.8dr.Kzpala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan
3.Arsip






DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
J1. H. AgusSalimPainanTelp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502
Email ; http:/dinaspendidikan@pesisirsclatankab.go.id Website : http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id

“‘m PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
py

REKOMENDASI
Nomor : 420/ s43 /DPK.01/2023

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi terhadap keberadaan kredibilitas dan
aktivitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta rekomendasi Wali
Nagari Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/058/SKT/WN-
KPU/V11/2022 tanggal 18 Juli 2022 perihal Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional Baru,

dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK INSAN TAQWA KREATIF

Program Layanan : TK (Taman Kanak-Kanak)

Kepala Sekolah : SILVIA VIOLITA, S.Pd

Alamat : JI. Kampung Sawah Liat, Nagari Kapuh Utara,

Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Sclatan.

Untuk mengajukan Izin Operasional Baru di Satuan PAUD (TK/ KB/ SPS/ TPA)
paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Pasal 21 ayat 3.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

' Pgi}r!qp,:,_(); Maret 2023
“-Kepala Dinas Pendidjan Dan Kebudayaan
.'{&'/Kabupatcn Rg:’sj‘s?r elatan
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SALIM MUHAIMIN, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19701107 199702 1 003
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